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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka dapat 

disimpulkan :  

1. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam  pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana yang diamanatkan 

oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul memiliki peran aktif dalam melayani masyarakat 

dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap. Sedangkan, Peran kantor pertanahan mencegah terjadinya 

pungutan liar pada pelaksanaan pendaftaran sistematis lengkap di 

kabupaten Bantul secara internal; 1) Melaksanakan Reformasi birokrasi 

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan (change) secara mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan  terutama menyangkut aspek-aspek tata 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (sistem), dan sumber daya 

manusia (SDM) untuk bekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku 

untuk dapat menjiwai pekerjaannya dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam urusan pertanahan; 2)  memanfaatkan 

pembangunan Zona Integritas (ZI). Upaya yang dilakukan meningkatkan 

pelayanan yang bersih, meningkatkan integritas para pegawai/ petugas di 
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lingkungan kantor pertanahan kabupaten Bantul supaya menghindari atau 

tidak melakukan menerima/meminta berupa barang/jasa, hal tersebut 

merupakan bagian dari pencegahan pungutan liar di lingkungan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul; dan 3) Penerapan layanan pengaduan 

elektronik berbasis online, dengan memanfaatkan media online, media 

sosial melalui akun resmi Kantor pertanahan kabupaten Bantul, selain 

layanan pengaduan berbasis online sekaligus meningkatkan pengawasan 

para pegawai sebagai cara menanggulangi pungutan liar di lingkungan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Secara eksternal peran kantor 

pertanahan kabupaten Bantul melakukan pencegahan terhadap potensi 

terjadinya pungutan liar melalui sosialisasi kegiatan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap.  

2. Kendala yang dihadapi serta solusi kantor pertanahan dalam mencegah 

terjadinya pungutan liar pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di kabupaten Bantul yaitu: 

a. Terbitnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 25/SKB/V/2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis 

lengkap, peran kantor pertanahan secara eksternal menjadi sangat 

terbatas dalam melakukan intervensi secara langsung dalam 

mencegah terjadinya pungutan liar pada Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul. Disatu sisi, setelah 

berlakunya ketentuan tersebut semakin meningkatkan peran kantor 
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pertanhan dalam mencegah dan pengawasan terjadinya pungutan liar 

di internal lingkungan kantor pertanahan.   

b. Solusi kantor pertanahan mencegah terjadinya pungutan liar pada 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten 

Bantul yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang 

merupakan bagian tugas dan fungsinya serta melibatkan intansi 

terkait. Selain itu, kantor pertanahan Kabupaten Bantul melakukan 

penerapan dan pemanfaatan layanan pengaduan secara elektronik 

untuk menerima segala pengaduan baik melaui telpon, pengaduan 

online, media sosial.  
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B. Saran  

1. Kantor Pertanahan sebagai instansi yang berperan aktif melaksanakan 

tugas dan fungsinya dalam urusan pertanahan. Peran Kantor pertanahan 

kabupaten Bantul perlu memastikan setiap tahapan kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk 

melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap terjadinya pungutan 

liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kantor pertanahan kabupaten 

Bantul perlu melibatkan Satgas Seber Pungli. 

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi kantor pertanahan perlu dilakukan 

pengaturan penyeragamanan pembiayaan kegiatan operasional bagi 

petugas Desa/Kelurahan sesuai dengan standar harga barang dan jasa 

yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan 

Bupati terkait Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. Dengan demikian supaya pembiayaan lebih 

terkontrol dan memudahkan dalam melakukan pengawasan pada kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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a. Lampiran 1- Surat Keterangan Penelitian Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul
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b. Lampiran 2- Surat Keterangan Penelitian Di Kantor Kepanewon 

Pleret  
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c. Lampiran 3- Surat Keterangan Penelitian Kantor Di Kantor 

Kelurahan Bawuran
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e. Lampiran 4- Lembar Permohonan Menjadi Responden
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f. Lampiran 5- Surat Pernyataan Menjadi Narasumber
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g. Lampiran 6- Lembar Persetujuan Menjadi Responden
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h. Lampiran 7-  Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
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i. Lampiran 8- Tabel Hasil frekuensi responden 

 Rincian Pertanyaan STS TS N S SS N SKOR TCR MEAN KETERANGAN 

A Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif           

  1. Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas     4 7 2 13 50 76,92 3,85 Baik 

  2. Persyaratan pelayanan sulit dipenuhi 1 5 6 1   13 45 69,23 3,46 Baik 

Dimensi Indikator 3,65 Baik 

B Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi penerima pelayanan           

  3. Informasi prosedur pelayanan terbuka     5 8   13 47 72,31 3,62 Baik 

  4. Alur prosedur pelayanan rumit 2 8 3     13 51 78,46 3,92 Baik 

  5. Prosedur pelayanan sederhana     7 4 2 13 47 72,31 3,62 Baik 

  6. Petugas melaksanakan sosialisasi kegiatan     5 7 1 13 48 73,85 3,69 Baik 

  7. 

Petugas mengijinkan pelayanan untuk 

mempercepat proses di luar prosedur 3 7 3     13 52 80,00 4,00 Baik 

  8. 

Petugas tidak memberikan pelayanan di luar 

prosedur     2 9 2 13 52 80,00 4,00 Baik 

  9. 

Petugas menyarankan untuk melakukan 

pelayanan di luar prosedur 4 5 4     13 52 80,00 4,00 Baik 

Dimensi Indikator 3,84 Baik 

C Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan 

kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh layanan           

  11. 

Petugas menjelaskan biaya pelayanan jelas 

dan terbuka     4 6 3 13 51 78,46 3,92 Baik 
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  12. 

Petugas menawarkan pelayanan untuk 

mempercepat proses diluar tarif resmi  2 7 4     13 50 76,92 3,85 Baik 

  13. 

Biaya yang dibayarkan sesuai dengan yang 

ditetapkan pada sosialisasi kegiatan     7 6  13 45 69,23 3,46 Baik 

  14. 

Petugas meminta imbalan berupa uang/barang 

di luar tarif resmi  3 7 3     13 52 80,00 4,00 Baik 

  15. Biaya pelayanan terjangkau     4 7 2 13 50 76,92 3,85 Baik 

  16. 

Petugas menyarankan untuk melakukan 

pelayanan di luar tarif resmi 2 10 1     13 53 81,54 4,08 Baik 

  17. Biaya untuk mendapatkan pelayanan wajar     6 4 3 13 49 75,38 3,77 Baik 

  19 

Petugas melarang memberikan imbalan 

berupa uang/jasa pelayanan diluar tarif resmi   3 7 3 13 52 80,00 4,00 Baik 

Dimensi Indikator 3,87 Baik 

D Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

adalah mekanisme penanganan dan tindak 

lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan           

  20. 

Sarana pengaduan/keluhan pelayanan publik 

tersedia     3 7 3 13 52 80,00 4,00 Baik 

  21. 

Penanggung jawab/pengelolan penanganan 

pengaduan/keluhan jelas     8 5   13 44 67,69 3,38 Cukup 

  22. 

Prosedur pengaduan/keluhan 

membingungkan 2 5 3 2 1 13 44 67,69 3,38 Cukup 

  23. 

Kepastian tindak lanjut penanganan 

pengaduan/keluhan pelayanan publik jelas 1 1 6 5   13 41 63,08 3,15 Cukup 

Dimensi Indikator 3,48 Baik 

E Komitmen penyelenggara layanan dalam 

pelayanan publik           

  24. Kantor pertanahan merupakan lembaga yang     5 5 3 13 50 76,92 3,85 Baik 

 

 



156 

 

 
 

 

Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor 

Responden 

Rata-Rata Skor Kriteria 

1,00-1,80 Sangat Kurang 

1,81-2,60 Kurang 

2,61-3,40 Cukup Baik 

3,41-4,20 Baik 

4,21-5,00 Sangat Baik 

 

 

menuju bebas korupsi 

  25. Pelayanan kantor pertanahan buruk 2 4 7     13 47 72,31 3,62 Baik 

Dimensi Indikator 3,73 Baik 
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j. Lampiran 9-  Instrumen Wawancara Narasumber Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Kisi-kisi Butir Item Metode 

Pengumpulan 

data 

Peran Kantor 

Pertanahan 

Dalam Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan Liar 

Pada Pelaksanaan 

Program 

Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

lengkap Di 

Kabupaten 

Bantul 

Peran 

Kantor 

Pertanahan 

Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan 

Liar  

1. Penyelenggaraan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

1. Bagaimana usaha kantor pertanahan 

dalam mencegah terjadinya 

pungutan liar pada penyelenggaraan 

PTSL? 

2. Bagaimana peran kantor pertanahan 

dalam mencegah pungutan liar pada 

penyelenggaraan PTSL? 

3. Apa saja faktor yang menyebabkan 

terjadinya pungutan liar pada 

penyelenggaraan PTSL? 

Wawancara 

2. Pelaksanaan kegiatan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

1. Apakah Kantor Pertanahan 

menyediakan layanan pengaduan 

terhada pungutan liar pada 

pelaksanaan PTSL? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi 

Kantor Pertanahan dalam mencegah 

pungutan liar pada pelaksanaan 

PTSL? 

3. Bagaimana upaya kantor pertanahan 

dalam menyelesaikan kendala yang 

dihadapi  dalam mencegah pungutan 

liar pada pelaksanaan PTSL? 

Wawancara 

3. Penyelesaian kegiatan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

1. Adakah sistem objektif  yang di 

bangun dalam upaya menangani 

pungutan liar pada kegiatan PTSL? 

2. Apakah ada pengawasan yang 

dilakukan kantor pertanahan dalam 

Wawancara 
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mencegah terjadinya pungutan liar 

disetiap Kluster PTSL? 

4. Pembiayaan 1. Apakah biaya PTSL yang 

dibebankan kepada masyarakat 

terperinci dengan jelas? 

2. Apakah penyeragaman pembiayaan  

berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama 3 Menteri tentang 

Pembiayaan PTSL membantu 

meminimalisir terjadinya pungutan 

liar pada penyelenggaraan PTSL? 

Wawancara 
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Instrumen Wawancara Narasumber Di Kantor Kepanewon Pleret/Kelurahan Bawuran 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Kisi-kisi Butir Item Metode 

Pengumpulan 

data 

Peran Kantor 

Pertanahan 

Dalam Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan Liar 

Pada Pelaksanaan 

Program 

Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

lengkap Di 

Kabupaten 

Bantul 

Peran 

Kantor 

Pertanahan 

Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan 

Liar  

1. Penyelenggaraan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

1. Bagaimana peran kantor pertanahan 

dalam mencegah pungutan liar pada 

penyelenggaraan PTSL? 

Wawancara 

2. Pelaksanaan kegiatan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

2. Apa saja upaya nyata kantor 

pertanahan dalam mencegah 

terjadinya pungutan liar pada 

penyelenggaraan PTSL? 

Wawancara 

3. Penyelesaian kegiatan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

1. Adakah sistem objektif  yang di 

bangun dalam upaya menangani 

pungutan liar pada kegiatan PTSL? 

2. Bagimana pengawasan yang 

dilakukan kantor pertanahan dalam 

mencegah terjadinya pungutan liar 

disetiap Kluster PTSL? 

Wawancara 

4. Pembiayaan 1. Apakah biaya PTSL yang 

dibebankan kepada masyarakat 

terperinci dengan jelas? 

2. Apakah ada biaya tambahan selain 

pembiayaan selain di wajibkan 

kantor pertanahan? 

Wawancara 
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k. Lampiran 10- Kriteria Responden dan Kisi-kisi Kuesioner 

 

A. Kreteria Responden 

1. Masyarakat yang melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kelurahan Bawuran. 

B. Kisi-kisi dan penjelasan penjelasan 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Penjelasan Metode 

Pengumpulan 

data 

Peran Kantor 

Pertanahan Dalam 

Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan Liar 

Pada Pelaksanaan 

Program 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis lengkap 

Di Kabupaten 

Bantul 

Peran Kantor 

Pertanahan 

Mencegah 

Terjadinya 

Pungutan Liar  

1. Persyratan Kesesuaian persyaratan yang diberikan/ 

diinformasikan Kantor Pertanahan dengan 

kenyataan yang harus dipenuhi berdasarkan 

jenis layanan. 

Kuesioner  

2. Prosedur  Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

Kuesioner 

3. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan 

kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

Kuesioner 

   

4. Komitmen penyelenggara 

layanan dalam pelayanan 

publik 

Komitmen penyelenggara adalah  

pelayanan sesuai dengaan ketentuan 

pelayanan publik 

Kuesioner 
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l. Lampiran 11- Instrumen Kuesioner Pengumpulan Data (Responden) 

A. Data masyarakat (Responden) 

No responden  :_______________________ 

Nama responden :_______________________ 

B. Pendapat responden tentang peran kantor pertanahan 

No. Rincian Pertanyaan STS TS S SS 

A Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 

baik persyaratan teknis maupun administrattif 

    

 1.  Persyaratan pelayanan terbuka dan jelas     

 2.  Persyaratan pelayanan mudah dipenuhi     

B Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan     

 3.  Informasi prosedur pelayanan terbuka     

 4.  Alur prosedur pelayanan jelas     

 5.  Prosedur pelayanan sederhana     

 6.  Petugas melaksanakan sosialisasi kegiatan     

 7.  Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses di luar prosedur     

 8.  Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur     

 9.  Petugas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur     

 10.  Terdapat praktik percaloan     
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C Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau 

memperoleh layanan 

    

 11.  Biaya pelayanan jelas dan terbuka     

 12.  Biaya yang dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan     

 13.  Biaya pelayanan terjangkau     

 14.  Biaya untuk mendapatkan pelayanan wajar     

 15.  Petugas menawarkan pelayanan untuk mempercepat proses diluar tarif resmi     

 16.  Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar tarif resmi     

 17.  Petugas meminta imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi     

 18.  Petugas menerima imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi (gratifikasi)     

 19.  Petugas menuntut imbalan berupa uang/jasa     

D Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah mekanisme penanganan dan tindak lanjut 

terhadap pengaduan, saran dan masukan 

    

 20.  Sarana pengaduan/keluhan pelayanan publik tersedia     

 21.  Penanggung jawab/pengelolan penanganan pengaduan/keluhan jelas     

 22.  Prosedur pengaduan/keluhan jelas     

 23.  Kepastian tindak lanjut penanganan pengaduan/keluhan pelayanan publik jelas     

E Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik     
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 24.  Kantor pertanahan merupakan lembaga yang menuju bebas korupsi     

 25.  Pelayanan kantor pertanahan sudah berjalan dengan baik     

Catatan: 
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m. Lampiran 12- Rekapitulasi Skor Jawaban Responden 

 

No

. 

Nama Variabel 

Item
1

 

Item
2

 

Item
3

 

Item
4

 

Item
5

 

Item
6

 

Item
7

 

Item
8

 

Item
9

 

Item
1
0

 

Item
1
1

 

Item
1
2

 

Item
1
3

 

Item
1
4

 

Item
1
5

 

Item
1
6

 

Item
1
7

 

Item
1
8

 

Item
1
9

 

Item
2
0

 

Item
2
1

 

Item
2
2

 

Item
2
3

 

Item
2
4

 

Item
2
5

 

T
o
ta

l  

1 

Yudi Zaini 

Syawal 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 106 

2 Dalijo 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 91 

3 Maryono 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 104 

4 Ponijo 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 3 96 

5 Musimah 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 83 

6 Tibah 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

7 Heriyati 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 95 

8 Warsiem 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 109 

9 Asroni 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 81 

10 Sokijan 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 109 

11 Agus Dwi 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 89 

12 Supardi 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 79 

13 Dwijo Utomo 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 1 1 3 3 79 
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Tabulasi Data Kuesioner 

R
esp

o
n

d
en

 

Variabel 

Item
1

 

Item
2

 

Item
3

 

Item
4

 

Item
5

 

Item
6

 

Item
7

 

Item
8

 

Item
9

 

Item
1
0

 

Item
1
1

 

Item
1
2

 

Item
1
3

 

Item
1
4

 

Item
1
5

 

Item
1
6

 

Item
1
7

 

Item
1
8

 

Item
1
9

 

Item
2
0

 

Item
2
1

 

Item
2
2

 

Item
2
3

 

Item
2
4

 

Item
2
5

 

T
o
ta

l  

R1 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 106 

R2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 91 

R3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 104 

R4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 3 96 

R5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 83 

R6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

R7 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 95 

R8 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 109 

R9 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 81 

R10 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 109 

R11 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 89 

R12 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 79 

R13 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 1 1 3 3 79 
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Uji Validitas Instrumen 

R
esp

o
n

d
en

 

Variabel 

Item
1
 

Item
2
 

Item
3
 

Item
4
 

Item
5
 

Item
6
 

Item
7
 

Item
8
 

Item
9
 

Item
1
0
 

Item
1
1
 

Item
1
2
 

Item
1
3
 

Item
1
4
 

Item
1
5
 

Item
1
6
 

Item
1
7
 

Item
1
8
 

Item
1
9
 

Item
2
0
 

Item
2
1
 

Item
2
2
 

Item
2
3
 

Item
2
4
 

Item
2
5
 

J
u

m
la

h
 

R1 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 106 

R2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 91 

R3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 104 

R4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 3 96 

R5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 83 

R6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

R7 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 95 

R8 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 109 

R9 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 81 

R10 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 109 

R11 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 89 

R12 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 79 

R13 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 1 1 3 3 79 

ʳxy .6
8
9
 

.8
1
8
 

.5
9
6
 

.6
4
9
 

.5
6
7
 

.5
7
4
 

.5
8
9
 

.6
0
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5
5
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9
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2
1
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3
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0
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4
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2
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3
1
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.6
0
7
 

.8
3
6
 

.6
8
5
 

.7
1
2
  

Sig.  .0
0

9
 

.0
0

1
 

.0
3

2
 

.0
1

6
 

.0
4

3
 

.0
4

0
 

.0
3

4
 

.0
2
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.0
1

5
 

.2
4

2
 

.0
0

1
 

.0
2

0
 

.0
3

5
 

.0
2

4
 

.0
1

3
 

.0
4

7
 

.0
0

0
 

.5
5

2
 

.0
2

1
 

.0
0

0
 

.0
1

5
 

.0
2

8
 

.0
0

0
 

.0
1

0
 

.0
0

6
  

 

         

*
*

        

*
*
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- r hitung > r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total ( 

dinyatakan valid). 

- r hitung < r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total ( dinyatakan tidak valid). 

 

Keterangan: 

**) Gugur 

Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 13 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 13 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.944 .948 23 

 

 


